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Abstrak Program Pemberdayaan Perempuan Pengembang Ekonomi Lokal (P3EL) adalah salah satu inisiatif
pemberdayaan ekonomi masyarakat yang bertujuan untuk meningkatkan peran perenq}u dalam mempercepat
pertumbuhan ekonomi. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan dan mendeskripsikan mengenai Implementasi
Program Pemberdayaan Perempuan Pengembang Ekonomi Lokal (P3EL) dalam Meningkatkan Kesejahteraan
Ekonomi Perempuan di Kabupaten Sidoarjo. Pada penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif
dengan menggunakan sumber data primer dan sekunder yang diperoleh melalui observasi, wawancara, dan
dokumentasi. Lokasi penelitian dilakukan di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sidoarjo. Teknik
penentuan informan menggunakan purposive sampling vang melibatkan pelaksana P3EL. Penganlisisan data
menggunakan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini
menunjukkan bahwa pelaksanaan program P3EL dengan cukup baik. Penelitian ini menganalisis empat indikator
George C. Edward 111, yaitu a) Komunikasi, upaya sosialisasi yang dilakukan Dinas PMD Kabupaten Sidoarjo relatif
berhasil. Namun dalam pelaksanaannya, program P3EL ini hanya diterapkan di beberapa Kecamatan tertentu dan
koordinasi bidang PUEM dengan pihak desa sudah berjalan dengan baik. b) Sumber daya, Dinas PMD Kabupaten
Sidoarjo memiliki tim pelaksana yaitu Bidang PUEM yang memiliki pemahaman dan pengetahuan mengenai
pelaksanaan program PIEL dan untuk sumber daya anggaran taamu oleh APBD yang dalam prosesnya melibatkan
Bank Jatim sebagai penyalur pinjaman. ¢) Disposisi, terdapat pemahaman dan pengetahuan yang baik dari Dinas
PMD serta pengusaha mitra mengenai tujuan program P3EL, serta telah menjalankan wgasnya dalam melaksanakan
kebijakan ini dengan baik. d) Struktur Birokrasi, Dinas PMD sudah bekerja sesuai Standar Operasional Prosedur
(SOP) hal ini dilakukan untuk memastikan kepatuhan terhadap prosedur yang berlak.

Kata Kunci - Implementasi; Kebijakan Publik; Pemberdayaan Perempuan; Kesejahteraan.

I. PENDAHULUAN

Salah satu indikator kemajuan suatu negara adalah kesejahteraan rakyat. Kesejahteraan ini dapat tercapai
melalui pembangunan nasional yang mencakup berbagai aspek, seperti politik, ekonomi, sosial, budaya, serta
pertahanan dan keamanan [1]. Pencapaian kesejahteraan masyarakat menjadi tujuan utama dari setiap pembangunan
ekonomi, seperti yang tercantum dalam alinea keempat Pembukaan UUD 1945 *. . melindungi segenap bangsa
Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan
bangsa...”. Berbagai upaya pembangunan telah dilakukan pemeritah dengan fokus utana pada pencapaian
kesejahteraan masyarakat melaluiberbagai program pembangunan [2]. Kesejelhlen;m menunjuk pada keadaan dimana
masyarakat hidup dalam keadaan sejahtea, makmur, schat, dan damai. [3]. Menurut Undang-Undang Republik
Indonesia No. 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, kesejahteraan sosial adalah terpenuhinya kebutuhan
material, spritual, dan sosial warga negara agar hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat
melaksanakan fungsi sosialnya [4].

Dalam upaya mencapai tujuan Sustainable Development Goals (SDGs), kesejahteraan dapat ditingkatkan
melalui kebijakan yang mendukung kesetaraan gender, akses terhadap sumber daya ekonomi, dan pelibatan
masyarakat dalam aktivitas ekonomi. Perempuan seringkali menjadi pilar utama keluarga dengan memberikan
kontribusi ekonomi yang signifikan. Terbatasnya pendapatan yang dihasilkan oleh kepala keluarga (suami)
mendorong perempuan untuk berperan aktif dalam membantu menambah penghasilan keluarga. Namun, perempuan
dari kelompok berpenghasilan rendah sering menghadapi tantangan terkait status gender mereka. Oleh karena itu,
sangat penting untuk fokus pada pembangunan sosial dan ekonomi yang inklusif guna meningkatkan partisipasi
perempuan [5].
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Saat ini, banyak program kesejahteraan perempuan cenderung bersifat sementara dan belum mampu
memberikan dampak yang signifikan bagi perempuan. Selain itu, program-program tersebut sering kali kurang
dirancang secara komprehensif untuk pemberdayaan perempuan dalam skala luas. Situasi ini mendorong pemerintah
untuk mengambil langkah strategis dengan mengimplementasikan kebijakan melalui Undang-undang No. 20 Tahun
2008 tentang prinsip dan tujuan pemberdayaan. Upaya pemberdayaan ini bertujuan untuk mendorong pertumbuhan
ekonomi nasional, meningkatkan pendapatan serta kesejahteraan masyarakat, menciptakan lebih banyak lapangan
kerja, dan mengurangi tingkat kemiskinan [6].

Pemberdayaan perempuan memainkan peran penting dalam mencapai kesejahteraan, karena memberikan
peluang bagi perempuan untuk memiliki kekuatan mendasar dalam membangun masyarakat yang inklusif,
berkelanjutan, dan berkeadilan. Dengan pemberdayaan ekonomi, perempuan dapat memperoleh akses yang lebih luas
ke pendidikan, pekerjaan, dan sumber daya finansial, yang pada akhirnya berkontribusi pada peningkatan
kesejahteraan ekonomi mereka sendiri. Saat ini, banyak perempuan yang harus mengambil peran sebagai tulang
punggung sekaligus kepala keluarga akibat tuntutan kondisi. Pandangan sosial yang sebelumnya membatasi peran ibu
hanya pada pengasuhan anak dan pengelolaan rumah tang ga kini mulai tergeser oleh realitas perempuan yang menjadi
kepala keluarga. Meskipun peran kepala rumah tangga umumnya diemban oleh laki-laki, terdapat cukup banyak
keluarga yang dipimpin oleh perempuan. Hal ini mencerminkan perubahan dalam struktur keluarga dan peran gender
di masyarakat. Persentase perempuan yang berperan sebagai kepala keluarga di Indonesia dapat dilihat pada gambar
1.1:

Gambar 1.1 Persentase Kepala Keluarga Perempuan Tahun 2023 di Indonesia
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Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS), 2023. (diolah )

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) yang disajikan pada gambar 1.1, terlihat bahwa persentase
perempuan sebagai kepala rumah tangga menunjukkan peningkatan sebesar 0,02% dibandingkan tahun sebelumnya.
Kenaikan ini dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti kematian suami, perceraian, atau kondisi suami yang
tidak mampu bekerja karena cacat. Dalam situasi tersebut, perempuan harus mengambil peran ganda, yaitu sebagai
pengelola keluarga sekaligus pencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga mereka [7]. Perempuan yang
menjalani peran ganda ini sering menghadapi tekanan ekonomi serta tingkat kesejahteraan keluarga yang rendah, yang
pada akhirnya membatasi peluang mereka untuk bekerja di sektor formal dan mendorong mereka ke sektor informal.
Pemberdayaan perempuan menjadi pendekatan yang relatif baru dalam menggerakkan perubahan masyarakat, dengan
memulai langkah perubahan melalui penanganan isu-isu prioritas yang dihadapi.

Provinsi Jawa Timur merupakan salah satu pmvi yang memberikan peluang bagi kaum perempuan untuk
berpartisipasi dalam peningkatan perekonomian melalui program Pemberdayaan Perempuan Pengembang Ekonomi
Lokal (P3EL). Pcmbcrdalya Perempuan dan Perlindungan Anak, kemudian program tersebut diturunkan ke tingkat
provinsi melalui BPPKB (Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana) dengan Nomor keputusan
413.44/35/211/2009 tentang Pendamping Pemberdayaan Perempuan Pengembang Ekonomi Lokal (P3EL) di Provinsi
Jawa Timur Tahun 2009 [8]. Program ini dirancang untuk memberdayakan perempuan secara ekonomi, sehingga
mereka dapat berperan sebagai agen perubahan dalam memperkuat perekonomian lokal. Program ini berfokus pada
peningkatan akses perempuan terhadap berbagai sumber daya ekonomi, seperti pendidikan, pelatihan, modal usaha,
dan pasar, serta mendorong kclcrlibn perempuan dalam proses pengambilan keputusan terkait pembangunan
ekonomi di tingkat lokal. Melalui program Pemberdayaan Perempuan Pengembang Ekonomi Lokal (P3EL),
diharapkan dapat tercipta kontribusi signifikan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi lokal, meningkatkan
kesejahteraan perempuan, dan memperkuat posisi mereka untuk mencapai kesetaraan gender. Tantangan utama dalam
pelaksanaan program P3EL adalah bagaimana meningkatkan partisipasi perempuan dalam aktivitas ekonomi
sekaligus mengurangi ketimpangan gender dalam penghasilan.

Salah satu kabupaten di Jawa Timur yang mendukung dengan antusias pelaksanaan pI‘()g[al Pemberdayaan
Perempuan Pengembang Ekonomi Lokal (P3EL) adalah Kabupaten Sidoarjo. Tingginya jumlah ibu rumah tangga
yang tidak bekerja di daerah ini membuka peluang besar untuk mengembangkan program pemberdayaan perempuan
guna meningkatkan kesejahteraan ekonomi keluarga. Melalui program ini, diharapkan dapat tercipta dampak positif
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yang memperkuat peran perempuan dalam pembangunan ekonomi. Data terkait persentase ibu rumah tangga yang
tidak bekerja disajikan dalam gambar berikut:

Gambar 1.2 Persentase [bu Rumah Tangga Bekerja dan Tidak Bekerja di Kabupaten Sidoarjo Tahun 2020 (%)
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Sumber: BPS. Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Sidoarjo Tahun 2020. (diolah)

Berdasarkan data pada gambar 1.2 dari hasil Susenas Tahun 2020, diketahui bahwa keberadaan balita dalam
rumah tangga mengurangi peluang perempuan untuk bekerja. Kehadiran balita di rumah menurunkan peluang
perempuan bekerja sebesar 28 47%, dari 50,67% menjadi 39 44 %. Persentase perempuan yang tetap bekerja meskipun
memiliki balita di rumah hanya mencapai 39,44%, lebih rendah dibandingkan perempuan tanpa balita di rumah, yang
mencapai 50,67%. Hal ini menunjukkan bahwa keberadaan balita memengaruhi keputusan perempuan untuk terlibat
di pasar kerja, schingga membatasi kemampuan mereka untuk bekerja. Dalam konteks ini, program pemberdayaan
perempuan menjadi sangat penting untuk memberikan dukungan, sehingga perempuan dapat tetap berpartisipasi di
pasar kerja dan mencapai potensi maksimal mereka. Program pemberdayaan ekonomi, seperti pemberian akses modal
usaha, dapat membantu perempuan memulai atau mengembangkan usaha mereka. Selain itu, perempuan dengan balita
juga dapat diberdayakan agar tetap dapat bekerja dan meningkatkan kesejahteraan ekonomi keluarga mereka.

Salah satu tujuan utama program P3EL adalah meningkatkan kesadaran dan keyakinan perempuan
bahwa usaha ekonomi yang dilakukan secara bersama-sama (kooperatif) lebih menguntungkan dibandingkan
menjalankan usaha secara individu. Kebijakan P3EL dipandang sebagai solusi untuk meningkatkan kesejahteraan
ekonomi perempuan . Program ini memiliki peran penting, karena melalui pemberdayaan perempuan, potensi ekonomi
lokal dapat dioptimalkan. Dengan akses yang lebih baik ke sumber daya ekonomi seperti pendidikan, pelatihan, dan
modal, perempuan memiliki peluang lebih besar untuk memperoleh pendapatan yang layak, sehingga dapat
meningkatkan kesejahteraan mereka dan keluarganya. Oleh karena itu, pelaksanaan program P3EL diharapkan dapat
berjalan secara efektif dan optimal. Dalam konteks implementasi kebijakan, George Edward TIT (1980), seorang
teoritikus kebijakan publik, mendefinisikan implementasi kebijakan sebagai proses yang sangat penting. Sebaik apa
pun suatu kebijakan dirancang, jika implementasinya tidak direncanakan dan dipersiapkan dengan matang, maka
tujuan dari kebijakan tersebut tidak akan tercapai. Edward III menyatakan bahwa ada empat variabel utama yang
mempengaruhi implementasi kebijakan, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Keempat
faktor ini saling terkait dan berperan penting dalam menentukan keberhasilan implementasi kebijakan [9].

Beberapa penelitian terdahulu terkait dengan implementasi program P3EL di antaranya, Riska Widya, 2009
“Implementasi Program Pemberdayaan Perempuan Pengembang Ekonomi Lokal Plus (P3EL PLUS) (Studi deskriptif
tentang faktor-faktor determinan yang mendukung keberhasilan implementasi program pemberdayaan perempuan
pengembang ekonomi lokal plus (P3EL plus) di Kelurahan Tambakrejo Kecamatan Simokerto Kota Surabaya)”
mcnunjulen bahwa aktor penentu keberhasilan pelaksanaan program P3EL Plus illa'il lain jumlah staf yang
memadai dari pengusaha mitra, kemampuan teknis dan manajerial staf yang kuat, alokasi anggaran yang cukup untuk
pelaksanaan pelatihan, dan fasilitas yang memadai untuk mendukung pelatihan. Faktor komunikasi yang efektif antara
lain bimbingan intensif dari instansi pemerintah mengenai arah program, bimbingan intensif dari petugas hingga
kelompok penasehat, dan sosialisasi yang jelas [10]. Lisa Iryani, 2021 “Implementasi Program Pemberdayaan
Perempuan Melalui BidauaUsalhal Industri Kecil (Studi Di Gampong Matang Meunye Kecamatan Syamtalira Aron
Kabupaten Aceh Utara)”, menunjukkan bahwa dalam pelaksanaan program pemberdayaan perempuan melalui usaha
industri kecil, pemerintah masih belum optimal dalam penerapannya. Masalah utama yang dihadapi adalah sosialisasi
yang belum berjalan sepenuhnya, Snl terbatasnya sumber daya, baik dari segi anggaran maupun kualitas sumber
daya manusia yang ada [11]. Dan Sri Wibawani, Fadiyah Suci Rahmadini, dan Safitri Nur Laili, 2021 “Evaluasi
Dampak Kebijakan Program Pemberdayaan Perempuan Pengembang Ekonomi ]_nill (P3EL) Di Kabupaten
Sidoarjo”, menunjukkan bahwa Koordinasi antar lembaga saat ini hanya terjadi antara Dinas Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa dengan Bank Jatirn yang mempermudah proses pengambilan keputusan dalam menerima
kelompok pengajuan program. Meskipun koordinasi antar lembaga sudah berjalan cukup baik, seleksi yang sangat
ketat dari Bank Jatim menyebabkan target program P3EL yang ditetapkan oleh Dinas tidak tercapai. Selain itu,
kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai program ini juga menjadi salah satu alasan mengapa target Dinas tidak
dapat terpenuhi [12]. Dari beberapa penelitian terdahulu dapat disimpulkan bahwa keberhasilan pelaksanaan program
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P3EL tergantung pada faktor-faktor seperti jumlah tim yang memadai dari pengusaha mitra, kemampuan teknis dan
manajerial tim yang kuat, alokasi anggaran yang cukup untuk pelatihan, dan memadai fasilitas yang mendukung
pelatihan. Faktor komunikasi yang efektif antara lain adanya bimbingan intensif dari instansi pemerintah mengenai
arah program, bimbingan intensif dari petugas lapangan hingga kelompok penasehat, dan sosialisasi yang jelas.

Dalam pelaksanaan program P3EL di Kabupaten Sidoarjo, ditemukan beberapa kendala yang menghambat
efektivitasnya. Salah satunya adalah kurangnya koordinasi antara pihak-pihak terkait, yang berdampak pada
rendahnya partisipasi aktif perempuan dalam pengembangan ekonomi lokal. Selain itu, minimnya sosialisasi
mengenai program P3EL menyebabkan banyak masyarakat di Kabupaten Sidoarjo belum mengetahui keberadaan dan
manfaat program ini. Kurangnya sosialisasi menjadi tantangan serius dalam mencapai tujuan program, karena hal ini
dapat menghambat keterlibatan perempuan, mengurangi pemahaman mereka tentang manfaat yang dapat diperoleh,
serta menurunkan tingkat dukungan masyarakat secara keseluruhan.

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan mengenai
“Implementasi Program Pemberdayaan Perempuan Pengembang Ekonomi Lokal (P3EL) dalam meningkatkan
Kesejahteraan Ekonomi Perempuan di Kabupaten Sidoarjo™.

II. METODE

Penelitian in1 meng gunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif yang berfokus pada memahami
kondisi alami dari objek yang diteliti, dengan peneliti berfungsi sebagai alat utama dalam proses penelitian. Data
dikumpulkan menggunakan metode triangulasi, dan dianalisis secara induktif. Hasil penelitian ini lebih menekankan
pada pemahaman mendalam atau makna daripada membuat generalisasi. Lokasi penelitian baldil di Dinas
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Dinas PMD) Kabupaten Sidoarjo. Sumber data diperoleh dari data primer dan
sekunder. Teknik pengumpulan data merupakan cara yang digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data secara
terstruktur, yang meliputi: (a) Observasi, dilakukan melalui pengamatan langsung dengan pencatatan kondisi atau
perilaku objek sasaran, (b) Wawancara, dilakukan dengan bertanya langsung kepada responden terkait, (c)
Dokumentasi, digunakan untuk melengkapi dan meningkatkan akurasi data yang dikumpulkan, serta sebagai bahan
referensi dalam memverifikasi keabsahan data. Penentuan informan menggunakan teknik purposive sampling, yaitu
pemilihan sampel berdasarkan pertimbangan tertentu. Informan dalam penelitian ini adalah Kepala Bidang PLKD
(Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa). Teknik analisis data yang digunakan adalah model interaktif Miles
and Huberman, yang meliputi: (a) Pengumpulan Data, di mana data yang diperoleh belum dianalisis secara langsung,
(b) Reduksi Data, tahap ini berfungsi untuk mengarahkan, mengelompokkan, menyaring, dan mengorganisir data yang
relevan, (¢) Penyajian Data, menyusun informasi secara sistematis untuk membantu dalam menarik kesimpulan dan
pengambilan keputusan, (d) Penarikan Kesimpulan, tahap akhir dalam analisis data untuk membuat kesimpulan yang
didukung oleh bukti yang kuat dari proses pengumpulan data [13]

I11. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada periode 2009 hingga 2012, program P3EL di Kabupaten Sidoarjo dilaksanakan tanpa bekerjasama dengan
pihak lain (non-channeling). Selama waktu tersebut, Dinas PMD Kabupaten Sidoarjo bertanggung jawab atas
verifikasi, pengumpulan data, verifikasi proposal, hingga pencairan dana. Namun, sejak tahun 2013 hingga sekarang,
program P3EL mulai bekerjasama (channeling) dengan Bank Jatim. Kerja sama ini dilakukan untuk mengurangi risiko
penyelewengaffitau penyalahgunaan dana anggaran.

Penelitian mengenai Implementasi Program Pemberdayaan Perempuan Pengembang Ekonomi Lokal (P3EL)
dalam Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi Perempuan di Kabupaten Sidoarjo akan dijelaskan menggunakan teori
dari George C. Edward III, sebagai berikut:

1. Komunikasi

Aspek Komunikasi memainkan peran penting bagi berlangsungnya implementasi pada umumnya. Namun
komunikasi yang benar-benar sempurna sebetulnya merupakan kondisi yang sulit untuk bisa diwujudkan. Menurut
George C. Edward IIT, komunikasi memegang peran penting dalam menentukan keberhasilan dalam mencapai tujuan
pelaksanaan. Pelaksanaan akan lebih efektif jika para pengambil keputusan memiliki pemahaman yang jelas tentang
apa yang harus dilakukan. Pemahaman ini hanya bisa dicapai melalui komunikasi yang baik, sehingga setiap
keputusan dan aturan pelaksanaan perlu disampaikan kepada pihak personalia yang relevan dengan tepat [14]. Jadi
dapat disimpulkan bahwa komunikasi sangat penting dalam proses implementasi sebuah program karena
memungkinkan koordinasi, sinkronisasi dan pengawasan antara pihak-pihak yang terlibat, serta memastikan bahwa
tujuan dan sasaran program dapat dicapai dengan efektif dan efisien. Komunikasi dalam Implementasi program P3EL
di Kabupaten Sidoarjo merupakan sekelompok orang yang disusun dan dikoordinasikan dengan melibatkan pihak-
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pihak yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan Program P3EL yang terdiri dari Bidang PUEM (Pemberdayaan
Usaha Ekonomi Masyarakat) Dinas PMD Kabupaten Sidoarjo.

Berdasarkan hasil wawancara yang diperoleh dengan Ibu Yetti selaku Kabid PLKD Dinas PMD mengenai
sosialisasi program P3EL di Kabupaten Sidoarjo, sebagai berikut:

“mengenai program P3EL ini kita sudah sosialisasikan dan programnya memang sudah berjalan Mbak.
Namun tidak semua kecamatan yang ada di Sidoarjo hanya di Kecamatan Sedati, Tulangan, Waru, jabon,
krembung, buduran, kelurahan sidokare. Memang tidak semua ke camatan di Sidoarjo tapi hampir semua dan
untik pelaksana program P3EL ini adalah bidang PUEM (Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat)
Dinas PMD Kabupaten Sidoarjo” (Wawancara tanggal 14 Mei 2024)

Berdasarkan hasil wawancara yang diperoleh dengan Ibu Yetti selaku Kabid PLKD Dinas PMD mengenai
koordinasi pihak terkait pelaksaan program P3EL, sebagai berikut:

“kita selalu koordinasi dengan bidang PUEM dan pihak desa terkait kebijakan ini agar banyak kelompok
usaha yang membutuhkan modal berpartisipasi dalam program ini. Dengan adanya sosialisasi terkait
program ini untuk menghidupkan perekonomian di masyarakat terus jadi kita support, oh ini lo ada pinjaman
dengan bunga rendah dari pemerintah” (Wawancara tanggal 14 Mei 2024)

Tabel 1.1 Kelompok Penerima Pinjaman Program P3EL

Kelompok Penerima Wilayah
Avia Sari Desa Lemah Putro, Kecamatan Sidoarjo
Sari Kedelai Desa Lemah Putro, Kecamatan Sidoarjo
Anggrek Desa Kepadangan, Kecamatan Tulangan
Dahlia Kecamatan Porong
Sedap Malam Desa Masangan Kulon, Kecamatan Buduran

Sumber: Diolah Oleh Peneliti, 2024.

Berdasarkan hasil wawancara diatas menunjukkan bahwa sosialisasi yang dilakukan oleh Dinas PMD
Kabupaten Sidoarjo telah berjalan dengan baik. Namun dalam pelaksanaanya sosialisasi ini tidak berjalan di seluruh
kecamatan di Sidoarjo. Saat ini ada 5 (lima) kelompok penerima pinjaman dari program P3EL, yaitu Kecamatan
Sidoarjo, Kecamatan Tulangan, Kecamatan Porong, dan Kecamatan Buduran. Dapat disimpulkan bahwa
Implementasi program P3EL di Kabupaten Sidoarjo melibatkan koordinasi antar berbagai pemangku kepentingan
yang bertanggung jawab atas program tersebut, dengan fokus lingkup pemberdayaan usaha ekonomi perempuan.
Keberhasilan upaya sosialisasi dan koordinasi dengan pihak-pihak terkait untuk mendukung inisiatif pembangunan
ekonomi melalui program P3EL. Hal ini selaras dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh (Rosseriayu
Murenati Putri, Sjamsiar Sjamsuddin, dan Farida Nurani, 2013) dengan judul “Pelaksanaan Pemberdayaan Perempuan
Dalam Mewujudkan Keadilan dan Kesetaraan Jender di Bidang Ekonomi Pada Masyarakat Jombang * menunjukkan
bahwa hasil dari monitoring dan evaluasi kegiatan P3EL menunjukkzuadzmya upaya yang maksimal, dengan
terpilihnya Desa Genengan Jasem. Keberhasilan kegiatan ini tampak dari adanya pendampingan yang bertanggung
jawab untuk memantau pelaksanaan kegiatan di lapangan. Selain GI sinergi, koordinasi, dan sosialisasi antara
kelompok kerja yang melaksanakan kegiatan di tingkat Kabupaten Jombang maupun di tingkat
DesafKelurahanBecamatan berjalan dengan sangat baik [15]. Oleh karena itu, Komunikasi diperlukan agar para
pelaksana lebih konsisten dalam melaksanakan setiap kebijakan yang diterapkan di masyarakat. Implementasi yang
efektif terjadi apabila para pembuat keputusan sudah mengetahui apa yang akan mereka kerjakan. Menurut Cook &
Hunsaker, komunikasi bertujuan untuk meningkatkan koordinasi, berbagi informasi dan pemuas kebutuhan sosial.
Dalam pelaksanaannya dapat diukur melalui aspek sosialisasi dan koordinasi [16].

2. Sumber Daya

Aspek Sumber daya merupakan faktor yang turut berpengaruh dalam implementasi. Menurut George C.
Edward III, salah satu faktor yang menentukan keberhasilan pelaksanaan adalah ketersediaan sumber daya, karena
sumber daya berperan sebagai penggerak dan pelaksana. Sumber daya merupakan keberhasilan proses implementasi
yang dipengaruhi dengan pemanfaatan sumber daya manusia, biaya, dan waktu [14]. Manusia merupakan sumber
daya yang terpenting dalam menentukan keberhasilan proses pelaksanaan, ketersediaan sumber daya manusia yang
berkualitas dan kompeten sangat dibutuhkan untuk mengelola dan memanfaatkan sumber daya lainnya dengan baik,
sehingga keberhasilan implementasi kebijakan sangat tergantung dari kemampuan memanfaatkan sumber daya yang
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tersedia. Indikator in1 mencakup tentang kemampuan dari petugas dalam menerapkan program P3EL di Kabupaten
Sidoarjo.

Berdasarkan hasil wawancara yang diperoleh dengan Ibu Yetti selaku Kabid PLKD Dinas PMD mengenai
sumber daya manusia dan kemampuan para pelaksana program P3EL. Sebagai berikut:

“pelaksana program P3EL ini adalah bidang PUEM. Kemampuan pemahaman terkait sosialisasi,
pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian sebagai pelaksana ya kan kita juga ada sosialisasi untuk
pengarahan. Ya tentunya harus memahami, kalau tidak memahami kan maka kelompok usaha juga tidak
mengajukan proposal. Untuk pengarahan sendiri itu dari Dinas PMD melalui bidang PUEM tadi”
(Wawancara tanggal 14 Mei 2024)

Bu Yetti juga menambahkan terkait sumber daya anggaran dalam mendukung implementasi P3EL, sebagai
berikut:

“anggaran itu dari APBD Kabupaten Sidoarjo melalui Dinas PMD, cuma pencairannya melalui Bank
Jatim. Oh ya karena sekarang sudah channeling sudah bekerja sama dengan Bank jatim jadi kita juga
melibatkan bank jatim. Dari APBD Kab Sidoarjo yang dicantolkan di Bank Jatim karena pencairannya
melalui bank jatim” (Wawancara tanggal 14 Mei 2024)

Berdasarkan hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa para pelaksana program P3EL sudah berkompeten
dalam pelaksanaan program P3EL yang pengarahannya dibantu oleh bidang PUEM pada Dinas PMD Kabupaten
Sidoarjo. Sumber anggaran yang berasal dari APBD Kalbupﬂen Sidoarjo melalui Dinas PMD dibantu oleh Bank Jatim
sebagai penyalur pinjaman dana kepada para pelaku usaha. Setiap kelompok menerima pinjaman modal usaha sebesar

10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan bunga 6% per tahun. Tanggung jawab terhadap pinjaman tersebut
bersifat tanggung renteng di antara anggota kelompok, yang berarti jika ada anggota yang tidak membayar angsuran,
seluruh anggota kelompok yang terdiri dari 6 orang akan menanggungnya bersama [17].

Bedasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan keberhasilan implementasi kebijakan sangat bergantung
pada kualitas dan kompetensi sumber daya manusia dalam mengelola dan memanfaatkan sumber daya secara efektif.
Selain itu kemampuan pelaksana dalam memahami dan melaksanakan kebijakan sangatlah penting, pengalokasian
sumber anggaran dari APBD Kabupaten Sidoarjo melalui Dinas PMD yang pencairannya difasilitasi oleh Bank Jatim
Jjuga berperan penting dalam mendukung pelaksanaan P3EL. Hal ini selaras dengan penelitian yang dilakukan oleh
(Arianne Sarah, 2017) dengan judul penelitian “Implementasi Program Pemberdayaan Ekonomi Perempuan Melalui
Pendidikan Keuangan®. Hasil kajian tersebut menunjukkan bahwa kualitas dan kemampuan sumber daya manusia
dalam memanajemen sumber daya secara efeketif sangatlah penting [18] Oleh karena itu, kemampuan sumber daya
manusia dan dukungan sumber daya anggaran dalam implementasi kebijakan memiliki peran penting karena keduanya
mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan kebijakan. Sumber daya manusia yang memiliki kualitas dan kuantitas yang
cukup serta sumber daya anggaran yang memadai memungkinkan pelaksanaan kebijakan yang efektif dapat mencapai
tujuan yang diharapkan [19].

3. Disposisi (Sikap Implementator)

Aspek Sikap pelaksana dalam penelitian ini diartikan sebagai sikap dukungan dari pelaksana dan komitmen
pelaksana terhadap program untuk melaksanakan kebijakan yang ditunjukkan dengan komitmen terhadap
terlaksananya program. Menurut George C. Edward I11, sikap atau disposisi para pelaksana adalah faktor krusial dalam
pelaksanaan kebijakan. Agar kebijakan dapat dilaksanakan dengan efektif, pelaksana tidak hanya harus memiliki
kemampuan untuk melaksanakannya, tetapi kualitas kebijakan juga sangat dipengaruhi oleh kualitas pelaksana it
sendiri. Keberhasilan kebijakan dapat dilihat dari karakteristik agen pelaksana, jika para pelaksana menunjukkan sikap
positif terhadap kebijakan, kemungkinan besar mereka akan melaksanakan kebijakan tersebut dengan sungguh-
sungguh sesuai dengan tujuan yang diinginkan [14]

Berdasarkan hasil wawancara yang diperoleh dengan Ibu Yetti selaku Kabid PLKD Dinas PMD mengenai
sikap pelaksana program P3EL. Sebagai berikut:

“kita sudah berusaha semaksimal mungkin agar program P3EL ini berjalan dengan lancar dan tepat
sasaran kepada kelompok usaha yang membutuhkan modal. Kembali lagi kita sudah memberikan sosialisasi
terkait P3EL ini, selain ada sosialisasi ada juga tindak lanjut dari hasil sosialisasi itu yaitu pengajuan
proposal ke kami tentunya verifikasi awal dari kami, verifikasi yang sederhana. Terus setelah itu kita
sampaikan ke Bank Jatim karena sudah channeling dengan bank jatim untuk verifikasi lebih inti atau lebih
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lanjut. Karena misalnya dalam satu kelompok itu ada satu orang yang bermasalah misalnya ada cicilan
lainnya itu juga sebagai catatan untuk tidak bisa mendapatkan pinjaman” (Wawancara tanggal 14 Mei
2024)

Gambar 1.3 Dukungan Pemerintah dalam Pelaksanaan Program P3EL di Kabupaten Sidoarjo

Sumber: Dinas PMD,2020.

Berdasarkan gambar 1.3, menunjukkan sikap para pelaksana program, dalam hal ini Dinas PMD Kabupaten
Sidoarjo menunjukkan dukungan yang kuat terhadap program P3EL. Tidak hanya melaksanakan program P3EL
sebagai formalitas, tetapi benar-benar mendukung dan berkomitmen untuk mensukseskan program ini. Berdasarkan
hasil wawancara juga menunjukkan bahwa upaya telah dilakukan oleh para pelaksana untuk memastikan kelancaran
pelaksanaan program P3EL. Para pelaksana program telah memberikan bantuan keuangan kepada pelaku usaha yang
membutuhkan dengan tepat sasaran. Proses sosialisasi dan verifikasi telah dilakukan, dan masalah pinjaman apa pun
yang belum terbayar dalam suatu kelompok, maka Bank Jatim dapat mendiskualifikasi mereka untuk tidak menerima
pinjaman. Hal tersebut guna melaksanakan dan memastikan kelancaran program P3EL ini berjalan dengan baik.

Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan keberhasilan program bergantung pada sikap para
pelaksana. Ketika pelaksana memiliki disposisi yang baik, mereka akan lebih mampu menjalankan kebijakan dengan
baik. Hal ini serupa dengan penelitian terdahulu yang dilakukan (Lisa Iryani, 2021) dengan judul “lmplementasi
Program Pemberdayaan Perempuan Melalui Bidang Usaha Industri Kecil” menunjukkan kebijakan pemberdayaan
rempuzm didalam pelaksanaannya didukung oleh pihak yang bertanggungjawab. Pihak yang melaksanakan
kebijakan, yaitu Dinas Pendistribusian dan Perdagangan Aceh Utara, memberikan dukungan penuh terhadap usaha
industri kecil ini. Mereka berusaha sekuat tenaga agar industri kecil ini dapat tumbuh dan berkembang. Dengan
demikian, pelaksanaan program diharapkan dapat berjalan sesuai dengan harapan para pembuat kebijakan sebelumnya
[11]. Oleh karena itu, adanya sikap pelaksana yang meliputi dukungan dalam implementasi kebijakan dapat
mempengaruhi efektivitas pelaksanaan program.

4. Struktur Birokrasi

Menurut George C. Edward III, meskipun sumber daya untuk melaksanakan kebijakan tersedia dan
pelaksana sudah memahami tugasnya serta memiliki niat untuk melaksanakannya, kebijakan tersebut mungkin tidak
tercapai akibat kelemahan dalam struktur birokrasi. Sebagai pelaksana, birokrasi harus mampu mendukung kebijakan
yang telah diputuskan secara politik dengan melakukan koordinasi yang efektif. Dua karakteristik utama birokrasi
adalah Standar Operasional Prosedur (SOP) dan fragmentasi [ 14]. Dalam pelaksanaan Program P3EL terkait dengan
SOP yang telah ditetapkan untuk mengatur dan menentukan yang berhak menerima program P3EL ini, karena
program ini diperuntukkan bagi perempuan yang telah memenuhi kriteria penerima program P3EL.

Berdasarkan hasil wawancara yang diperoleh dengan Ibu Yetti selaku Kabid PLKD Dinas PMD mengenai
SOP pelaksanaan program P3EL. Sebagai berikut:

“kita bekerja sesuai SOP Mbak, gak mungkin kan kalau melenceng. kalau tidak sesuai SOP juga tidak di
acc oleh Bank Jatim. Kita bekerja sesuai dengan tahapan-tahapan, kalu tidak seperti itu kan Bank jatim tidak
mau mencairkan kan. Ya jadi harus sesuai SOP. Dan untuk pencairan itu lansung masuk ke rekening tiap
kelompok. Jadi setelah proposal pinjaman ke kita, kita teruskan ke bank jatim dan bank jatim melakukan
verifikasi dan tinjau lapang, layak gak dapat pinjaman” (Wawancara tanggal 14 Mei 2024)

Bu Yetti juga menambahkan mengenai harapan dari adanya program P3EL di Kabupaten Sidoarjo, sebagai
berikut:

“harapan kita dengan adanya program P3EL ini sebagai supporting dari kelompolk-kelompok pemberdaya
perempuan di kabupaten sidoarjo lebih untuk dapat meningkatkan perekonomian keluarga atau perempuan
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itu sendiri. Untuk uang belanja, untuk meningkatkan roda perekonomian di masyarakat sekitar agar terus
berjalan” (Wawancara tanggal 14 Mei 2024)

Gambar 1.4 Struktur Organisasi Pelaksanaan Program P3EL di Kabupaten Sidoarjo

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sidoarjo

¥
Koordinator Program P3EL (Bidang PUEM)
v
v ¥ y v
Divisi Perencanaan Divisi Pelatihan Divisi Kenangan Divisi Monitoring
dan Pembangunan | % » | dan Pendampingan | ®——» | dan Administrasi | €| dan Evaluasi
[ 1
A J

| Tim Teknis Lapangan/Koordinator Kecamatan |

| Fasilitator Desa/Kelurahan |

| Kader Pemberdayaan Masyarakat |

Sumber:Diolah Oleh Peneliti, 2024.

Berdasarkan gambar 1.4, menunjukkan pembagian tanggung jawab yang jelas dalam pelaksanaan program
P3EL di Kabupaten Sidoarjo. Dengan adanya pembagian tanggung jawab yang jelas, ini bertujuan untuk memenuhi
SOP yang telah ditentukan. Agar pelaksanaan program P3EL di Kabupaten Sidoarjo dapat berjalan dengan efektif dan
efisien. Berdasarkan hasil wawancara diatas menunjukkan dalam pelaksanaan program P3EL yang dilakukan oleh
bidang PUEM sudah sesuai SOP yang telah ditentukan. Proses pencairan dilakukan oleh pihak Bank Jatim dan
pencairannya langsung masuk ke rekening tiap kelompok. Namun jika tinjau lapangan dan proposal yang diajukan
tidak sesuai maka kelompok peminjam tidak layak mendapatkan pinjaman. Berdasarkan hal tersebut dapat
disimpulkan bahwa pentingnya bekerja sesuai dengan SOP dalam proses pencairan pinjaman dari Bank Jatim. Proses
pencairan pinjaman dilakukan dengan ketat sesuai dengan tahapan-tahapan yang telah ditetapkan untuk memastikan
kepatuhan terhadap prosedur yang berlaku.

Hal tersebut menunjukkan bahwa para pelaksana kebijakan oleh bidang PUEM Dinas PMD Kabupaten
Sidoarjo telah melaksanakan program P3EL dengan baik sesuai SOP yang telah ditetapkan. Hal ini sesuai dengan
penelitian yang dilakukan (Puja Afwanda Mayako, Zaili Rusli, dan andianto, 2020) dengan judul “Pemberdayaan
Perempuan Melalui Implementasi Strategi Program Peningkatan Kualitas Hidup Dan Perlindungan Perempuan Di
Provinsi Riau™. Hasil kajian tersebut menunjukkan bahwa dilihat dari segi prosedur, pelaksanaan program peningkatan
kualitas hidup dan perlindungan perempuan telah sesuai dengan standar operasional prosedur (SOP) yang berlaku.
Setiap kegiatan dalam program ini dilaksanakan berdasarkan SOP yang ada, sehingga setiap aktivitas yang dilakukan
menjadi terarah, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu, sebuah kebijakan perlu didukung oleh
prosedur dan mekanisme yang baik agar implementasinya dapat berjalan dengan lancar dan mencapai tujuan yang
diinginkan [20]

IV. SIMPULAN

Implementasi Program P3El di Sidoarjo telah melalui beberapa tahapan yang sesuai dengan teori Edward 111,
hal ini diukur dari empat indikator sesuai dengan teori implementasi oleh Edward III yaitu: komunikasi, Sumberdaya,
disposisi, dan Srandar Operasiaonal Prosedur (SOP) & Kepatuhan dalam pelaksanaan yang dilakukan oleh Dinas
pemberdayaan Masyarakat Desa bisa dikatakan berjalan dengan cukup baik.

Hasil observasi yang dilakukan peneliti menunjukkan bahwasanya dalam indikator Komunikasi, pelak sanaan
program P3EL di Kabupaten Sidoarjo melibatkan koordinasi antar bﬂelgeli pemangku kepentingan yang
bertanggungjawab terhadap pemberdayaan usaha ekonomi perempuan, yang memberikan dampak langsung dengan
membantu kelompok penerima program P3EL dalam memperoleh tambahan modal usaha. Namun, terdapat
kekurangan dalam sosialisasi program ini karena hanya beberapa kecamatan saja yang mengetahui dan mendapatkan
manfaat dari program P3EL.

Berdasarkan indikator Sumber Daya, menunjukkan para pelaksana program P3EL di Dinas PMD Kabupaten
Sidoarjo sudah berkompeten. Mereka memiliki tim pelaksana yaitu bidang PUEM yang memahami program dengan
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baik dan sumber daya anggaran yang memadai, termasuk melibatkan Bank Jatim sebagai penyalur pinjaman. Sumber
daya manusia yang memiliki kualitas dan kuantitas yang cukup serta sumber daya anggaran yang memadai
memungkinkan pelaksanaan kebijakan yang efektif.

Berdasarkan indikator Disposisi (sikap pelaksana), menunjukkan bahwa para pelaksana kebijakan telah
berupaya dalam memastikan kelancaran pelaksanaan program. Terdapat pemahaman dan pengetahuan yang baik
mengenai tujuan program P3EL dan para pelaksana program telah memberikan bantuan keuangan kepada pelaku
usaha yang membutuhkan dengan tepat sasaran.

Berdasarkan indikator Standar Operasional Prosedur (SOP) dan kepatuhan dalam pelaksanaan,
menunjukkan pelaksaan program P3EL oleh bidang PUEM telah menjaga kepatuhan terhadap prosedur yang
ditetapkan. Pencairan dana dilak ukan sudah sesuai SOP dan program ini mendukung pemberdayaan Perempuan dalam
meningkatkan kesejahteraan ekonomi keluarga dan Perempuan itu sendiri. Pelaksana kebijakan di Dinas PMD
Kabupaten Sidoarjo berhasil melaksanakan program P3EL dengan baik sesuai SOP yang ditetapkan.

Secara keseluruhan, pelaksanaan Program P3EL di Sidoarjo dapat dikatakan berjalan dengan cukup baik,
meskipun masih terdapat beberapa area yang perlu diperbaiki, terutama dalam hal sosialisasi dan penyebaran
informasi kepada masyarakat. Dengan pendekatan yang lebih terintegrasi dan kolaboratif, diharapkan program ini
dapat memberikan dampak yang lebih signifikan terhadap pemberdayaan ekonomi perempuan dan kesejahteraan
masyarakat di Kabupaten Sidoarjo

V. REKOMENDASI

Berdasarkan hasil penelitian mengenai "Implementasi Program Pemberdayaan Perempuan Pengembang
Ekonomi Lokal (Pin_) dalam Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi Perempuan di Kabupaten Sidoarjo", peneliti
menyarankan agar Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sidoarjo melakukan sosialisasi yang
komprehensif kepada masyarakat melalui kelurahan dan kecamatan di seluruh wilayah Kabupaten Sidoarjo terkait
pelaksanaan Program P3EL. Sosialisasi yang menyeluruh dan berkelanjutan dianggap sangat penting untuk
meningkatkan kesadaran serta partisipasi masyarakat, terutama perempuan, agar mereka lebih aktif terlibat dalam
berbagai kegiatan seperti pelatihan keterampilan dan penyuluhan mengenai pengembangan modal. Dengan sosialisasi
yang lebih luas, diharapkan dapat meningkatkan pemahaman tentang pentingnya kesejahteraan ekonomi perempuan
dan bagaimana program P3EL dapat berkontribusi dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi perempuan di
Kabupaten Sidoarjo.
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